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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatulla<h yang umum berlaku pada semua

makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan, ini adalah

suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhlukNya untuk

berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.1 Karena dengan

berkembangbiak, makhluk hidup berusaha untuk menjaga kelangsungan

hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat ash-Shu<ra ayat 11 :

              
            

Artinya:

(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis
kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-
pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu.
tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha
mendengar dan melihat.

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berpasang-

pasangan, setiap jenis membutuhkan pasanganya. Laki-laki membutuhkan

perempuan juga sebaliknya perempuan juga membutuhkan laki-laki agar

mereka bisa melestarikan keturunannya.

1 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 6.
2 Departemen Agama RI, Al- Quran dan terjemahanya, (Bandung: Diponegoro, 2008), 484.
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Agama Islam sebagai suatu agama yang suci dan mulia sangat

menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dan

memperhatikan ikatan yang suci ini. Allah telah menetapkan adanya

aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak

boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya seperti binatang,

kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya atau seperti

tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.3

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk

keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa.4 Oleh karena itu pengertian pernikahan dalam agama

Islam mempunyai nilai ibadah. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (mitha<qan

ghaliz}an) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya adalah

ibadah.5

Selanjutnya Pada pasal 3 KHI dijelaskan bahwasanya pernikahan

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah

mawadah dan rahmah sesuai dengan firman Allah dalam surah ar-Ru<m

ayat 21 :

3 Al-hamdani, Risalah Nikah (Hukum Pernikahan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 2.
4 Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pernikahan, (Bandung:

Fokus   Media, 2006), 1-2
5 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.
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3

                 
        

Artinya “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadnya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”.6

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah disebutkan, maka pernikahan

sangat disyariatkan oleh Islam. Pernikahan dianjurkan dalam Islam

dengan memenuhi syarat dan rukunnya serta terhindar dari hal-hal yang

menghalangi dalam pernikahan seperti telah diatur dalam al-Quran dan

undang-undang pernikahan No.1 Tahun 1974. Halangan pernikahan

sebagaimana yang dimaksud disebut juga dengan larangan pernikahan.

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang

pria dengan seorang wanita.7 Maksudnya adalah perempuan-perempuan

mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau

sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang

perempuan.

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu

keharaman yang bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang

bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberi

kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut

6 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: Roudhotul Jannah, 2009), 406.
7 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikh Wanita Lengkap, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2010), 63.
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4

semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara,

hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja. Apabila kondisinya

sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu itu sudah

hilang maka pernikahan tersebut diperbolehkan.8 Diantara larangan

pernikahan yang bersifat selamanya disepakati ada tiga, yaitu :

1. Larangan pernikahan karena pertalian nasab (keturunan).

2. Larangan pernikahan karena hubungan kerabat semenda.

3. Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan.

Keharaman yang bersifat sementara (at-tahrim al-mu’aqqat) dilarang

melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita

karena keadaan tertentu.

1. Menikahi dua orang saudara dalam satu masa.

2. Poligami di luar batas.

3. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat pernikahan dengan

pria lain.

4. Larangan karena talak tiga.

5. Larangan karena ihram.

6. Larangan karena perzinahan.

7. Larangan karena beda agama.

8 Sayyid Sa<biq, Fiqh Sunnah, Jilid 2, (Beirut, Lebanon: Da<r El-Fikr, 2006), 153.
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Sedangkan dalam KHI pasal 40 larangan pernikahan yang bersifat

sementara yakni dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria

dan seorang wanita karena keadaan tertentu: 9

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat pernikahan dengan

pria lain.

2. Seorang wanita masih dalam masa iddah dengan pria lain.

3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 8 juga disebutkan

mengenai larangan pernikahan. Pernikahan dilarang antara dua orang

yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke

atas.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang

dengan saudara neneknya.

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan

ibu/bapak tiri.

4. Berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan,

saudara sesusuan dan bibi/paman susuan.

5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan

dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

9 Pasal 40 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
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6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang

berlaku, dilarang kawin.

Meskipun terdapat larangan-larangan dalam pernikahan pada

dasarnya agama Islam sangat menganjurkan nikah dan tidak menyukai

pemeluknya membujang seumur hidup. Begitu juga bagi anggota TNI

mereka juga mempunyai kebutuhan biologis dan dorongan seksual. Dan

sebagai tempat penyaluran yang baik  adalah  dengan  menikah, karena

anggota TNI merupakan aparatur negara maka sebelum memasuki

gerbang pernikahan harus mempersiapkan banyak hal termasuk di

dalamnya kesiapan fisik maupun mental. Banyak aturan yang harus

dipenuhi sebelum melakukan proses pernikahan. Secara umum dalam

kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Seorang anggota TNI yang ingin

melaksanakan pernikahan harus mengajukan permohonan kepada pejabat

agama yang di tunjuk di lingkungan TNI. Untuk mendapatkan

persetujuan dan bimbingan perihal dikabulkan maupun tidaknya sebuah

permohonan izin pernikahan harus memenuhi persyaratan, diantaranya:

a. Tidak membawa dampak negatif yang merugikan nama baik

satuan/kedinasan.

b. Sehat jasmani maupun rohani bagi kedua calon suami/istri.

Selain persyaratan di atas terpenuhi, ada juga kelengkapan

administrasi yang harus terpenuhi juga diantaranya :

a. Akte kelahiran atau surat kenal lahir dari calon pasangan yang

bersangkutan atau ijazah pendidikan terakhir.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7

b. Surat keterangan dari dokter militer bagi kedua calon suami istri.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya diberlakukan juga pada anggota

Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat). Meskipun demikian ada hal

khusus yang harus ditaati bagi Kowad sebagaimana diatur dalam

Juklak/1/II/1986 tanggal 27 Februari tentang Pembinaan Korps Wanita

Angkatan Darat diantaranya :

a. Yang berstatus Milsuk (militer sukarela), ijin kawin diberikan setelah

menjalankan dinas sekurang-kurangnya dua tahun bagi Bintara dan

satu tahun bagi Perwira

b. Yang berstatus Milwa (militer wajib), ijin diberikan setelah

menjalankan dinas sekurang-kurangnya tiga tahun bagi bintara dan

dua tahun bagi perwira.

c. Calon suami dari anggota TNI tidak berpangkat lebih rendah.10

Dari ketentuan-ketentuan di atas yang menjadi perhatian bagi penulis

berkaitan dengan larangan pernikahan adalah pada poin C

Juklak/1/II/1986 tanggal 27 Februari tentang Pembinaan Korps Wanita

Angkatan Darat yang berbunyi Calon suami dari anggota TNI tidak

berpangkat lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan larangan

menikah bagi anggota TNI perempuan dengan anggota TNI laki-laki atau

dapat dikatakan larangan menikah dalam satu instansi dengan pangkat

lebih rendah. Banyak perusahaan-perusahaan atau sebuah instansi di

10 Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, Buku Petunjuk Tehnik Tentang
Pernikahan talak cerai Rujuk (NTCR ).
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Indonesia yang membuat kebijakan yang mana kebijakan tersebut

dicantumkan dalam sebuah peraturan perusahaan bahwa tidak

diperkenankan adanya hubungan keluarga dalam satu instansi kerja.

Namun  dalam skripsi ini penulis lebih tertarik dan memfokuskan

larangan menikah bukan karena satu instansinya melainkan larangan

menikah karena tidak memenuhi ketentuan kesetaraan pangkat

(pekerjaan) dalam satu instansi.

Sekilas persoalan ini terlihat sepele dan sederhana, namun jika di

amati lebih jauh hal ini bisa menjadi masalah yang serius. Jika berbicara

mengenai kepentingan manusia dan sekilas seolah membatasi seorang

anggota Kowad untuk memilih pasangan hidup. Padahal memilih

pasangan hidup adalah hak setiap manusia asalkan tidak bertentangan

dengan aturan agama, walaupun dalam syariat Islam memang

disunnahkan hendaknya dalam pernikahan benar-benar

mempertimbangkan calon pasangan hidup dan dianjurkan memilih

pasangan adalah sekufu atau kafaah agar dapat mempersatukan visi dan

misi dalam menjalani kehidupan. Kafaah diartikan sama, sederajat, atau

sebanding. Maksud kafaah atau sekufu dalam pernikahan yaitu laki-laki

sebanding dengan calon istrinya sama kedudukan, sebanding dalam

tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.11

11 Sayyid Sa<biq, Fiqh Sunnah, Jilid 3 Diterjemahkan oleh Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena pundi
aksara), 36.
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Kufu tidak menjadi syarat pernikahan tetapi jika seorang perempuan

sholehah dikawinkan dengan seorang laki-laki yang fasid maka ia berhak

menuntut pembatalan pernikahan dengan alasan tidak sekufu.

Kufu memang perlu diperhatikan namun yang paling utama menjadi

ukuran ialah keteguhan beragama dan berakhlak, bukan nasab,usaha,

kekayaan, ataupun sesuatu yang lain.12 Jadi, bagi laki-laki yang sholeh

sekalipun bukan dari keturunan yang terpandang, ia boleh kawin dengan

wanita manapun. Rosulullah sendiri telah mengawinkan Zaina<b dengan

Zaid bekas budak beliau, dan mengawinkan miqdad dengan D{aba’ah binti

Zubair bin abdul Munt}alib.13 Hal ini merupakan bukti sejarah yang tidak

dapat dipungkiri.

Orang mukmin berhak memilih orang yang disukainya tanpa mereka

harus melihat status sosialnya rendah atau tinggi. Ini tercemin dalam ayat

al-Hujura<t ayat 10:

                     
Artinya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.14

12 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama,2008), 97.

13 Sayyid Sa<biq, Fiqh Sunnah jilid 3, diterjemahkan  oleh Nur Hasanuddin, 30.

14 Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahannya, 516.
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Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa al-Quran sendiri dalam menilai

seseorang tidak melihat harta, status sosial, kepandaian, pekerjaan atau

pangkat dan lainnya. Ayat di atas mengakui bahwa manusia pada

asalanya dan nilai kemanusiannya adalah sama dan tidak seoarang pun

yang lebih mulia dari pada yang lain. Selain dengan takwanya kepada

Allah, jadi kufu’ adalah dalam hal ketakwaaan kepada Allah sepanjang

orang itu bertakwa berarti ia sekufu, persolan nasab, kedudukan, atau

lainnya bukan menjadikan jaminan akan terciptanya kedamaian dan

kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Namun demikian kenyataannya yang terjadi dalam lingkungan

anggota militer terdapat sebuah kebijakan adanya ketetapan kafaah

dengan memperhatikan pangkat atau pekerjaan sebagai syarat untuk

melangsungkan perkawinan. Sehingga dapat diartikan khusunya bagi

Kowad sebelum melakukan pernikahan tidak diizinkan menikah dengan

anggota TNI yang berpangkat lebih rendah akan tetaoi harus mempunyai

pangkat minimal sama atau di atasnya. Ketentuan ini seakan-akan

bertentangan dengan konsep kafaah dalam pernikahan Islam meskipun

ketentuan tersebut dibuat bukan tanpa alasan ataupun tanpa akibat bagi

pelaku. Dengan melihat alasan di atas, peniliti tertarik melakukan

penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut dengan mengambil

judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penetapan Kafaah Dalam

Juklak Nomor 1/II/1986”.
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka

dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1) Penetapan metode kafaah sebagai syarat izin pernikahan dalam Juklak

1/II/1986.

2) Dasar penetatapan metode kafaah dalam juklak nomor 1/II/1986.

3) Latar belakang adanya penetapan metode kafaah dalam juklak

Nomor/1/II/1986.

4) Tujuan penetapan metode kafaah dalam juklak nomor 1/II/1986.

5) Sanksi bagi yang melanggar ketetapan dalam juklak nomor 1/II/1986.

6) Analisis hukum Islam terhadap metode penetapan kafaah dalam

juklak nomor 1/II/1986.

Dalam sebuah penelitian seharusnya diberikan batasan masalah agar

penelitian lebih jelas dan terarah pada persoalan yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini masalah hanya dibatasi pada bahasan latar belakang

adanya penetapan metode kafaah dalam juklak Nomor/1/II/1986 dan

Analisis hukum Islam terhadap metode penetapan kafaah dalam juklak

nomor 1/II/1986.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis

paparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai

berikut:
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1. Bagaimana latar belakang adanya metode penetapan kafaah dalam

juklak nomor 1/II/1986 ?

2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap metode penetapan kafaah

dalam juklak nomor 1/II/1986 ?

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih banyak tentang penelitian ini, kiranya

penting untuk mengetahui penelitian terdahulu yang terkait dengan

penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Penelitian

yang serupa dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fathi Mubarok (Fakultas Syariah IAIN

Walisongo Tahun 2009) tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Ijin

Pernikahan Bagi Anggota Kowad (Studi kasus di Kodam

IV/Diponegoro)”. Dalam skripsi ini permasalahan yang penulis kaji

menangani pelaksanaan ijin kawin anggota TNI-AD Kodam IV

Diponegoro sekaligus berkaitan dengan dampak dan hambatan adanya

izin kawin terhadap anggota TNI-AD Kodam IV/ Diponegoro.15

2. Skripsi yang ditulis oleh Samsulamin (Fakultas Syariah IAIN

Walisongo Tahun 2005) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Pelaksanaan Juklak /07/III/1998 Tentang Izin Kawin Bagi

Anggota Polri (Studi kasus di Kepolisian daerah jawa tengah). Dalam

15 Fathi mubarok, Analisi Hukum Islam terhadap ijin pernikahan bagi anggota KOWAD ( Studi
kasus di Kodam IV/Diponegoro), skripsi pada pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas
Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2009.
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penelitian ini mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi

kebanyakan polri dalam memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut

dan relevansinya dengan asas-asas pernikahan yang telah ada dalam

Undang-Undang pernikahan nomor 1 tahun 1974.16

3. Skripsi yang ditulis oleh Mariyatul Iftiyah (Fak. Syariah UIN Sunan

Ampel Surabaya Tahun 2014) dengan judul “Analisis Hukum Islam

terhadap Kebijakan Larangan Nikah dengan Rekan Satu Instansi di

Bank BTN Surabaya” Dalam skripsi ini dibahas mengenai larangan

nikah dengan faktor pekerjaan yang mengharuskan seseorang tidak

bisa menikah dengan teman kerjanya yang masih dalam satu istansi,

jika melanggar salah satu konsekuensinya adalah resign dari kerjaan.17

Pada dasarnya pembahasan mengenai Metode kafaah dalam juklak

nomor 1/II/1986, di UIN Sunan Ampel Surabaya, sepengetahuan penulis

belum pernah ditulis atau dikaji orang lain. Sehingga penulis tertarik

membahas tentang metode kafaah dalam juklak nomor 1/II/1986 . Dalam

skripsi ini akan lebih membahas tentang alasan adanya penetapan metode

kafaah dalam juklak tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

16 Samsul Amin, Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Juklak /07/III/1998 tentang izin
kawin bagi anggota polri (Studi kasus di kepolisian daerah Jawa Tengah ), Skripsi pada jurusan
Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2005.

17 Mariyatul Iftiyah, Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Larangan Nikah dengan Rekan
Satu Instansi di Bank BTN Surabaya, skripsi pada Prodi  Ahwal al-Syakhsiyah, Jurusan Hukum
Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
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E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang latar belakang adanya penetapan

metode kafaah dalam juklak Nomor/1/II/1986.

2. Untuk menjelaskan Analisis hukum Islam terhadap metode penetapan

kafaah dalam juklak nomor 1/II/1986.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-

kurangnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan mengenai

bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata. Serta sebagai

konstribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya dibidang hukum keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi

Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Ahwal As-Syakhsiyah apabila

ada masalah terkait dengan kasus di atas.
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G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan

kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan

beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah

dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam.18

Dalam penelitian ini hukum Islam yang digunakan adalah fikih empat

madzhab mengenai konsep kafaah dalam pernikahan Islam.

Metode berasal dari bahasa Yunani “Methodos” yang berarti cara

atau jalan yang ditempuh. Secara terminologi metode adalah cara atau

jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan .

Penetapan adalah suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat

administrasi yang bersifat konkrit dan khusus.

Kafaah secara etimologis bermakna sebanding, setara, dan sesuai

yaitu kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan oleh calon isteri

agar diperoleh keserasian terhadap suami isteri secara mantab dalam

rangka menghindarkan persoalan-persoalan tertentu.

Juklak Nomor 1/II/1986 adalah petunjuk pelaksanaan tentang

pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat.

18 Fathurrahman Jamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),12.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan

(Library Research) yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh dari

buku, kitab, majalah, surat kabar, jurnal, dan catatan lainnya yang

memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk

mempermudah dalam pembuaan skripsi ini dan mendapatkan kesimpulan

yang tepat, maka proses penulisan skripsi ini menggunakan meode

sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Dalam rangka mengumpulan data yang diperlukan maka penulis

menggunakan dalam pengumpulannya menggunakan metode

a. Dokumenter

Dokumneter yaitu dengan cara mengumpulkan data dari

bahan pustaka. Bahan pustaka dalam penelitian ini berupa

dokumen-dokumen resmi dalam bentuk catatan, autobiografi,

buku-buku, artikel, jurnal dan data ataupun arsip lain yang

dipublikasikan kaitannya dengan masalah penelitian.

1. Yang melatar belakangi adanya penetapan metode kafaah

dalam juklak nomor 1/II/1986.

2. Metode penatapan kafaah yang ada dalam juklak nomor

1/II/1986 dianalisis dengan hukum Islam.

b. Wawancara
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Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu

masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.19 Wawancara ini

ditujukan kepada anggota Tentara  Nasional Indonesia (TNI) dan Korps

Wanita Angkatan Darat (Kowad) Kodam V Brawijaya. Hal ini

dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai dasar pertimbangan

kebijakan adanya ketetapan metode kafaah.

2. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka penulis

mengklarifikasi sumber data menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh

langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek

sebagai sumber informasi yang dicari.20 Adapun data primer

penelitian ini adalah Juklak Nomor /1/II/1986, wawancara Korps

Wanita Angkatan Darat (Kowad) dan Tentara Nasional Indonesia

(TNI) Kodam V Brawijaya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh

lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek

19 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.
20 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997),  91.
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penelitiannya. Adapun Sumber data sekunder penelitian ini antara

lain :

1. PP Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajuri

Tentara   Nasional Indonesia.

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Tentara

Nasional Indonesia.

3. Undang- undang  No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini cara mengumpulkan data dilakukan oleh

penulis melalui dokumenter, yakni mengumpulkan data yang

dilakukan melalui data tertulis, dengan menggunakan metode Content

Analisis atau dinamakan kajian isi adalah teknik yang digunakan

untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik

pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.21 Dalam hal ini

dokumentasi dilakukan dengan menganalisis Juklak /1/II/1986 tentang

Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).

4. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, tetapi sebelum

diolah data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan

permasalahannya terlebih dahulu baru diadakan pengkajian dan

21 Lexy J.Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),
163.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19

kemudian dianalisis sesuai dengan data kualitatif yang sudah ada.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analistis

Yaitu suatu metode penyelesaian masalah dengan

mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek atau peristiwa

lalu disusun, dijelaskan, dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian

ditarik sebuah kesimpulan. Dalam hal ini mengemukakan metode

penetapan kafaah dalam Juklak /1/II/1986/, kemudian dikaitkan

dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai

analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali

dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang

berkenaan dengan konsep kafaah dalam perkawinan Islam , untuk

selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari

hasil analisis terhadap ketetapan Juklak /1/II/1986 mengenai

metode ketatapan kafaah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat

dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan

yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:
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Bab pertama berisi tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai

pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di

dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika

pembahasan.

Bab Kedua berisi pembahasan yang berupa landasan teori yang

memaparkan tentang pegertian kafaah, dalil nash kafaah, kedudukan

kafaah dalam perkawinan, tujuan kafaah serta konsep kafaah dalam Islam

menurut 4 mazhab.

Bab Ketiga berisi mengenai hasil penelitian dalam bab ini akan

diuraikan sekilas mengenai penyusunan Juklak/1/II/1986 yang berisi latar

belakang diterbitkannya Juklak 1/II/1986, Tujuan Penyusunan Juklak.

Kemudian membahas tentang metode penetapan kafaah berdasakan

Juklak tersebut.

Bab Keempat merupakan  analisis yang berisi tentang latar belakang

adanya metode penetapan kafaah dalam juklak nomor 1/II/1986 dan

Analisis hukum Islam terhadap metode penetapan kafaah dalam juklak

nomor 1/II/1986.

Bab Kelima memuat kesimpulan yang berhasil diambil dari

analisis bab sebelumnya, juga dikemukakan tentang saran-saran dan

penutup.




